fIBAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU

M
KABUPATEN MAROS

Ji Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm. bawaslumaros2019 a gmail. com

Nomor : 017 /PM.00.02/K.SN-12/1/2024 Maros, 4 Januari 2024
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Imbauan Penyampaian LADK

Yth.

Ketua KPU Kab. Maros

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Maros, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;



b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum,
yang berbunyi:

-

- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasiu Kabupaten/Kota bertugas melakukannpencegahan
terhadap:
a. pelanggaran Pemilu ten'nasuk praktik politik uang; dan
b. sengkela proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai Laporah Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

a) Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik [Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
' tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

2} Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana
Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU.
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kola paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari
pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam beniuk rapat umum.

3) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye
Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU
Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebaga berikut:

Pasal 1 angka (22), yang berbunyi:

22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang
memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK,
dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Pasal 51, yang berbunyi:

1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kola sesuai
dengan tingkatannya.

2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi safu
kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserfa Pemilu dan wajib disampaikan kepada
KPU sesuai dengan tingkatannya.

3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling fambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam
bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik \Peserta Pemilu dikembalikan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka
Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK
dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
PARPOL.
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6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian fidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 71, yang berbunyr:

1) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

2) Calon Anggota DPD menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam
bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 wakiu sefempat.

4) Apabila LADK yang disampaikan oleh Calon Anggota DPD dikembalikan oleh KPU
melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir
MODEL LADK PERBAIKAN-DPD.

5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6) LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU
Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.

3. Peraturan mengenai Sistem Informasi Kampanye & Dana Kampanye (SIKADEKA) untuk
fasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

1) Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan Kampanye Pemilu di KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi.

2) Sistem informasi dapat diakses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemiiihan Umum

Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yang berbunyi:

1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Peserfa Pemilu dan KAP dengan memanfaatkan teknologi informasi
berupa Sikadeka. '

2) Peserta Pemilu menggunakan Sikadeka dalam menyusun dan menyampaikan Laporan
Dana Kampanye.

3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sikadeka dalam penenmaan
Laporan Dana Kampanye, serta pelaksanaan pengadaan KAF.

4) KAP menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye dan
- penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

C. Bahwa dalam rangka Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan penyampaian Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK) dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu. maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada Peserta Pemilu Kabupaten Maros mengenai penyampaian

Laporan Awal Dana Kampanye {LADK) dan rekening khusys dana Kampanye Pemilu untuk
dilaporkan kepada KPU Kabupaten Maros sebelum tanggal 7 Januari 2023;

https://jdih.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Maros



2. Mematuhi ketentuan dan jadwal pelaksanaan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK) dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu sesuai dengan yang telah diatur pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye kepada Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Maros melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye
(Sikadeka);

4. Memastikan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening khusus dana
Kampanye Pemilu telah memenuhi persyaratan pengajuan Penyusunan Laporan Awal Dana
Kampanye;

5. Memastikan agar proses pelaksanaan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu Kabupaten Maros berjalan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip.
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